BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh menurut perjanjian
kerja antara PT. Wiratama Jaya Perkasa sudah sesuai dengan Peraturan yang
berlaku, hanya saja tidak'ada 'dije'laskan dan dicantumkan didalam Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), mengenai hak atas lembur yang seharusnya
didapatkan oleh pekerja/buruh itu sendiri, sebagaimana yang diatur didalam
Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Pasal 8 s.d Pasal 11 Kepmenakertrans Nomor: KEP-
102/MEN/V1/2004.

2. Peran Pemerintah Kota Padang dalam memberikan Perlindungan hukum
terhadap pekerja Outsourching dilakukan dengan melakukan intervensi dalam
hubungan kerja guna. meminimalisir perselisinan hubungan industrial,
mengawasi dan mengambil tindakan yang tegas terhadap segala bentuk
eksploitasi pekerja/buruh outsourcing, mengawasi penerapan norma kerja dan
norma K3 dalam praktik outsourcing, sehingga ada jaminan dari pengusaha
untuk selalu memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi
pekerja/buruh dan menciptakan keteraturan dalam bisnis outsourcing, dengan
memaksa pengusaha agar mematuhi ketentuan dan syarat-syarat outsourcing
sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat

(7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



B. Saran

1. Sesuai tuntutan tenaga kerja mengenai upah dan kesejahteraan lainnya,
diharapka agar perusahaan penyalur tenaga kerja dalam hal ini PT. Wiratama
Jaya Perkasa dapat memperjuangkan kepada perusahaan pemberi kerja agar
dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja terutama upah, jangan
hanya semata berpatok kepada ketetapan pemerintah mengenai besarnya UMP
yang telah ditetapkan.

2. Agar Pemerintah Kota Pédaﬁg rﬁelalui unit kerja terkait melakukan upaya
hukum guna menertibkan praktik outsourcing yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik dengan Tindakan
Refresif Non-yustisial maupun dengan tindakan Refresif Yustisial. Dan
meningkatkan pengawasan dalam bentuk melakukan investigasi kepada
perusahaan yang mempekerjakan pekerja outsourcing agar perusahaan dapat

memenuhi semua kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja.



